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PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR I9 TAHUN 20O9 

TENTANG 

PENDIDIKAN GRATIS PROGRAM WAJIB BELA.JAR 
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 

BUPAT JEPARA 

a balwa dalam rangka untuk membenik.an kesempatan, 
pemerataan dan pelayanan pendidikan dasar yang seluas­ 
luasya kepada warga negara Indonesia di Kabupaten 
Jepara tanpa membedakan latar belakang agamna, suku 
$osial, budaya, dan ekonormi dipertukan kebijakan yang 
meryangkut perbiryaan pendidikart 

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 9 ayat (1) 
Peraturan Pemenintah Nomar 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar, maka pert mengatur dalam penyelenggaraan 
pendidikean dasar 9tahun secara gratis$, 

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan hurut b maka pertu membentuk peraturan Bupati 
tentang Pendidikan Gratis Program Waijb Belajar endidian 
Dasar 9Tahun 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
eenbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinst Jawa Tengah 

2Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Peryelenggara Negara Yang Bersch Dan Bebas Dani Korupsi 
Kolusi Dan Nepotismne (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No/or 4286) 
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4. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2003 tentang Sister 
Penditikan Nasional (Lerbaran Negans Tahu 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nom0r 4355) 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran 
Negara republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Norr 4389) 

7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
emenksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 20O4 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nomor 4437) gebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Normor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pererintah Pusat dan 
Peerintaha Daerah Lembaan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nomor 4438) 

10.Peraturan Pemenintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indoresia Nomor 4578) 

12.Peraturan Pererintah Naror 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemnetintahan Antarg Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, da Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomar 4737 
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama (an Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4769) 

14.Peraturan Pemenintah Nomer 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863 ) 

15.Peraturan Pemenintah Nomor 48 Tatun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidkan (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2008 Nomnor 91 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 20O6 
tentang Pokol-pokok Pengelolaan keuangan Daerah 
(lembaran Daerah Kabupaten J@para Tatun 2006 Nomor 10 
7enbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomgr 3) 

MEMU TUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN GRATIS 
PROGRAM WAJIB BEUAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 
TAHUN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalt Peraturan ini yang qiakesud dengan 
L. Bupati adalah Bupati Jepara 
2, Pemerintah Daerah adalsh Pemerintah Kabupaten Jepara 
3. Wajib belajar adalah programn pendidkan minimal yang harus dikuti oleh 

warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pererintah dan Pemerintah 
Daerah 

4, Pendidian dasar 9 tahun adalath pendidkan umumn yang lamanya sermbila 
tatun, diselenggarakan selama enamn tahun di sekolah dagar (SD) dan tiga 
tatun di sekolah menengah pertama ($MP 

5. Penidikan gratis program waijb belajar pengidikan dasat 9 tahun adalah 
pendidikan dasar yang ditaksanakan di Sekolah Dasar Negen (SDN) dan 
Sekolah Menengah Pertama Negeni (SMPN) yang dibiayai oleh Pemenintah 
dan/ atu Pemerintah Daerah 

6. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat (B0SP) 
adalah biaya untuk proses kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan 
yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah dai Pemerintah yang 
disalurkan ke Sakolah dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dart 
Pemerintah Daerah 
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7, Satuan pendidikan adalah kelompoi layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal 
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan 

8. Pendidikgn formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasat, pendidikan menengah dan pendidi.a 
ting9 

9, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenyang 

19. Pengembangan sekolah adalah suatu usaha untuk meningkatkan sarana 
prasarana pendidikan mnenuju standat arsional pend/dikan termasuk saran1a 
penunyangnya 

11 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk menggali, mengembangk.an 
potensi dan prestasi non akademik seta minat. bakat siswa yang mendukung 
egiatan akademik 

12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda an Olah Raga 
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Jepara 

BAB Il 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pesa 2 

(I) Pendidikan gratis program wapyb belajar pendidikan dasar 9 tabun 
dimaksudkan untuk mengupayakan perluasgn dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 
Indonesia dengan tidak memnbebani BOS bagi 0rang tua atau walt murid 

(2) Pendidikan gratis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 
bertujuan untuk memberikan penditikan minimal bagi warga negara 
Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup 
mandiri di dalam masyarakat ala melanjutkan pendidkan ke jenjang 
yang lebih tinggi 

BAB NI 
WAJIB BELA.JAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 

DAN PENDIDIKAN GRATIS 

Bagian ke satu 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

Pasal 3 

Setiap Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Jepara 
berusia 7 sampai 15 tahun, wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang 
iselenggarakan melalui penidika formal atau non formal 
Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan di 
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang 
sederajat serta Sekolah Menengah Pertamna (SM) dan Madras.ah 
Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lair yang sederajat 
Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan melalui program Paket A setara SD an Paket B setara 
$MP 
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Bagiaa Kedua 
Pendidkan Gratis 

ue° 
Sekolah Dasar Negeni (SDN) dan Sekolah Menengah Pertee (gpN) 6i 
kabupaten Jepara harus melaksanakan pendidikan gratis program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tatun kecuali untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 
(R8BI dan Sekolah Bertaraf Interasional ($Bl 

Pasat 5 

(I) Satuan pendidikan peryelenggara program pendidkan gratis program wajb 
belajar pendidikan dagar 9 tahun berhak mendapatkan bantuan Bos9 dati 
Pemerintah dan/atau Permerintah Daerah 

(2) Satuan pendidikan penyelenggara pended#an gratis program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun dilarang memungut BOS9 kepada orang tua atau 
wal mun,d 

(3) pungutan kepada orang tua atau wal murid dapat dilakukan dengan cata 
musyawarah dan mencapai mufakat, yaitu untuk kegiatan 
a pengembangan sekolah dan 
b ekstrakurikuler 

(4) Pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut a 
meliputi 
a Pengembangan status gekolah menuju Sekolah Standar Nasional atau 

Rintisan Sekolah Bertara Internasional (RS8I 
b. Perbangunan laboratoriumn sekolah 
¢. Pembangunan erpustakaan sekolat 
d. Penataan lingkungan sekolah (0agar, pengaspalan pavingisasi 

halaman, tempat parkir, sanitasi ) dan 
e. Peningkatan kualas kamar mandi an WC sekolah 

(5) ekstrakuriuler sebagaimana dimnaksud pada ayat (3) hurut b, meliputt 
egiatan 
a. lomba yang bernuansa keagamaan 
bkepramukaan 
c. menginjungi dan mempelajari tempat- tempat berilai sejarah 
d pertukaran siswa antar daerah dan/ atau negara 
e lomba mata pelajaran dan/ atau program keahlian 
f egiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu 

pengetahuan 
g studi banding atau studi wis.ata «e lokasi sumber belajar, 
h. pameran karya inovatif dan has4 pee#tan, 
i klubsains, seni, olah raga dan bahasa asing 
j festival, lomba seni dan / atau sas0fa 
k. lomba dan/ atau pertandingan clah raga 

Orgasisasi siswa Intra Sekolah (0SIS) 
m. latihan keperimpinan siswa 
n. koperasi sek0lat 
o. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan 
p pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (K) 
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BAB V 
BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN 

asal 6 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan BOSp perdasarkan kemampuan 
euangan Daerah 

(2) Penyediaan BOS sebagairana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kebutuhan rid satuan pendidik.an tdan dtetapk.an den9an 
Keputusan Bupati 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis 
sebagaimans dirnaksud dalam Pasal 4 an Pasal 5 dilaksanakan oleh 
Das 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). kepala Dinas bertanggungiawab kepada Bupat 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

eraturn ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundanga Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal a e 24 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 mi 34y 

BUPATI JEP/1.RA;o 

CK 
HENDRRO MARTOJO 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 1~ 
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